i PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
N NOMOR 13, TAHUN 2011

** TENTANG
RETRIBUS_T PERIZINAN TERTENTU

4
3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA *

EUPATI NGADA,

. Menimbang . a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu surnber pendapatan
daerah yang potensial ‘untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

ke Daerah, maka Retribust Daerah per!u diatur dengan Peraturan
: Daerah;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat [l Ngada
! Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan
' Minuman Beralkoho!, Peraturan Daerah Kahupaten Ngada Nomor
16 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 17 Tahun 2006
tentang Retribusi Izin Trayek, - Peraturan Daerah Kabupaten Ngada
Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi 1zin Gangguan, Peraturan
Daerah Kabupaten Ngada Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi
Izin Usaha Perikanan, perlu disesuaikan; '

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, idan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

¥ Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
' Daerah-daerah Tingkat 1| dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat |
Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655},

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Nega|a Repubilik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);
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11.

Undang - Undang ‘Nomor- 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih ‘daniBehas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republtk Indonesia Tahun 1998 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kevangan Negara
(Lembaran Negara.“Réepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran»Negar'\ Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nom_or- 15" Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan .dan: Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32° Tahun 2004 -tentarg Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undatig Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur, 2009
Nomor 130, rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5049),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan: (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndoneSIa Nomor 5234);

10. Peraturan Pemermtah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Hikum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia-Nomor 3530) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pide~a ( Lembaran
Negara Repubuk Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); |

:
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- 12.Peraturan Pemerﬁlﬁfah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
.Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
185, Tambahan Lemba_ran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13, Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Peméfintahan‘’antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan- Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota {Lenibaran
Negara Republik, |ndones1a Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Neégara Republxk Indonesia Nomor 4737)

14, Peraturan Pemerintah’ ‘Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Dagrah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010
Nomor 119,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

15.Peraturan Ménteri ‘Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
heberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun. 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerab;

16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);

17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Pendapatan Lain-lain;

18.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Ngada Nomor 6
Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Ngada Nomor 13 Tahun 1990
Seri D Nomor 12);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Pokok — pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ngada

(Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E
Nomor 2);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada

(Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 6 Seri D
Nomor 3);
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;iMenetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

LA

.. BABI
KETENTUAN umMum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
“."1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.

. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Rezpublik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mgada.

. Bupati adalah Bupati Ngada.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.

. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yaﬁg diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah

swsual dengan peraturan perundang-undangan.

. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas

PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Ngada.

. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian

izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan-pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
1

!
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10.Wajib Retribusi adalah orang: pribad *%adan yang ‘menurut jperaturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untu lakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
-4__'.-_9"' N !

atau pemotong retribusi tertentu. %+, = yie |

... 11.Masa Retribusi adalak: suatu j_ané,ka':uiba'ktu’fertentu yang merupakan batas waktu bagi

Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah
yang bersangkutan. R

-
&

r‘-i__ 12.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
* ditunjuk oleh Bupati. o - '

13.Surat Ketetapan Retribusi Daérah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
ketetapan Retribusi yang menenilkan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

14, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

15.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Persercan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma,
Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa,
Organisasi Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

18.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ngada.

20.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau  bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang -

" undangan retribusi daerah.

22.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik indonesia atau Pejabzat Pegawai Negeri

Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang — undang untuk melakukan
penyidikan.

23.Penyidikan adalah szrangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur
dalam Undang - L_Jndang Hukum Acara Pidana yang berlaku untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya. s

E
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24:Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang. seignj_u.tk)y_a;disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai

Joedtd

Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah, Daerah yang diberi we‘f{wenang khusus oleh

t

Undang — Undang untuk melakukan penyidikan.

' S oBAB I
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam -Peratu‘yan Daerah ini adalah 3 _

Retribusi |1zin Mendirikan Bangunan;,

Retribusi |zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
Retribusi lzin Gangguan,;

Retribusi lzin Trayek; dan

Retribusi Izin Usaha Perikanan.

® 00T

BAB lli
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Bzgian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Paragraf 1 .
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 3

Dengan nama Retribusi |zin Mendirikan Bangunan dipungut rétribusi atas jasa pemberian izin
mendirikan bangunan.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi [zin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu
bangunan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain
dan permantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis
bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar
bangunan ( KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB),

dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka
memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian
izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

|
Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi& atau bada

* . [ n an
memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah. I yend
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) Paragraf 2
Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pas_al 6 _

Dengan nama Retribusi Tempat Penjualan., Mlnuman Beralkohol dipungut retribusi atas jasa
pemberian izin tempat menjual minurmarn beralkohol

Pasal 7

: ,r‘i"u‘Objek Retribusi Tempat Penjualan ‘Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk
‘? melakukan penjualan minuman beralkohol di.suatu tempat tertentu.

Pasal 8

‘Subjek Retribusi I1zin Tempat Penjualan Minuman Beralkoho! adalah oréng pribadi atau badan
yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Paragraf 3
Retribusi lzin Gangguan

P‘a‘s._a! 9.

#“. Dengan nama Retribusi 1zin Gangguan.dipungut re'gribﬁsi atas jasa pemberian izin gangguan.
Pasal 10

(1) Objek Retribusi lzin Gangguan adalahpemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada
orang pribadi atau badan yang dapat menlmbulkan .ancaman bencana, kerugian dan/atau
gangguan, termasuk pengawasan dan- pengendalian keglatan usaha secara terus
menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan
umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan

kesehatan kerja.
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(2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah

Daerah.

e
P R N

(3) thentuan lebih lanjut mengenati jenis-jenis usaha/kegiatan yang menjadi Objek Retribusi
lzin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati. '

R =
TR

‘e

Pasal 11

- Subjek Retribusi |zin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin
tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.
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- " Paragraf 4
Retribusizin Trayek

it

Lar A

" 'Pasal 12

Dengan nama Retribusi lzin Trayek d‘i"p,ungut retribusi atas jasa pemberian izin kepada Badan
untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek

- tertentu. ny -

Pasal 13 °

Objek Retribusi lzin Trayek adalah pemberian izin kepada Badarﬁ untuk menyediakan
pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 14

' Subjek Izin Trayek adalah Bacan yang', mempéroleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Retribusi [zin Usaha Perikanan

Pasal 15

- Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas jasa pemberian izin

usaha perikanan.

Pasal 16

(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pelayanan pemberian izin untuk melakukan
kegiatan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, meliputi:
a. Surat lzin Usaha Perikanan SIUP;
b. Surat Izin Penangkapan |kan (SIPI);
¢. Surat izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKP)).

(2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak wajib izin berdasarkan peraturan
perundang-undangan di sektor perikanan.

Pasal 17

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh
izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Wajib Retribusi

Pasal 18

i

Waiib Retribusi Perizinan Terlentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu, :
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Pasal 19
o Th el

s
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5.;.,' '_z-éfknis pemberian perizinan tertentu sebagaiman'a dimaksud dalam Pasal 2 dilaksa.akan
$esuai dengan ketentuan peraturan peru‘rj‘dapgﬁ-ur‘i'danganu. =

BAB N
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

-~

Pasal 20"

~Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan koefisien kota,
»koefisien luas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status bangunan, koefisien
-kelas bangunan, koefisien guna bangunan, dan koefisien kelas jalan.

Pasal 21

[ingkat penggunaan jasa izin tempat:penjualan minuman beralkohol diukur berdasarkan
umiah, luasnya tempat usaha, jenis minuman, dan waktu menjual.

Pasal 22
Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan perkalian luas ruang tempat
usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.

) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan
yang dihitung sebagai jumlah luas seluas lantai.

a, (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sébagai berikut:

b. kawasan industri =
kawasan perdagangan =

c.
d. kawasan pariwisata =
e. kawasan perumahan dan pemukiman =5

- (4) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

i a. gangguan sangat kecil =15
b. gangguan kecil =25
C. gangguan sedang =50
¥ d. gangguan besar =75
e. gangguan sangat besar =85
Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan, dan kapasitas
muatan.

Pasal 24

t

Tingkat penggunaan jasa izin usaha perikanan berdasarkan jenis usaha,!. Jenis armada/kapal

dan alat tangkap/aiat budidaya, dan ukuran satuan berat armada/kapal yarfng digunakan,

|

|




BABIV |
PRINSIP DAN SASARANPENETAPAN. TARIF RETRIBUS
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“Pasal 25

1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ‘Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada
i tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan. - X R ‘ ' :

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian.: izin -.sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
.. penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan,
dan biaya dampak negatif dari pemberian-izin:tersebut.

*. Pasal .26

.2) Peninjauan tarif Retribusi sebag"aiimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. '

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati. ’

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Retribusi lzin Mendirikan Bangunan

Pasal 27

(1) Biaya izin mendirikan bangunan terdiri atas:

a. biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur:
b. biaya pengawasan.

(2) Biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan 0,1 % ( nol koma satu persen) dari nilai bangunan.

(3) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebz=sar
0,1 % (nol koma satu persen).

(4) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjumlahan dari masing-
masing hasil perkalian antara koefisien kota/daerah, koefisien kelas jalan, koefisien guna
bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien tingkat bangunan, koefisien status
bangunan, koefisien luas bangunan, dengan harga standar bangunan.

(5) Besarnya harga standar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetankan
dengan Keputusan Bupati.



et
e T

Y

T

T
g

T T T

v

T
et

S

EQ G ol A S SR

ik et

i e

erikut: : ‘

koefisien kota/daerah:
a. bangunan di pusat kota/daerah

b. bangunan di tengah kota/BWK Il .

c. bangunan di pinggiran Ill

d. bangunan di wilayzh kota/BWK IV

). koefisien kelas jalan:

a. bangunan di pinggir jalan protokol/utama kota
b. bangunan di pmgglrjalan kolektor:

c. bangunan ¢i pinggir jalan antar lingkungan

d. bangunan di pinggir jalan lokal

e. bangunan tidak di tepi jalan

*3. koefisien guna bangunan:

a. bangunan perdagangan dan jasa
" b. bangunan perindustrian
bangunan perumahan
bangunan lembaga/kantor

=1
=1,
=1,

coo

'= 1,20 (satu koma dua puluh); i
= 0,60 (nol koma enam puluh); ;
= 0,25 (nol koma dua puluh lima);
= 0,45 (nol koma empat pufuh lima).

nnn uan
O-—l—i-—\N

) ditetapkan sebagai

i

,00 (dua koma noly;

80 (satu koma lima puluh);

25 (satu koma dua puluh limay);
e

7

0 (satu koma nol);
5 (nol koma tujuh puluh lima).

,400 (satu koma empat ratus);
275 (satu koma dua ratus tujuh puluh lima;
000 (satu koma nol};

= 0,825 (nol koma delapan ratus dua putuh

lima;

bangunan umum
bangunan pendidikan
bangunan Khusus
bangunan campuran

J@ ™o

. = 0,800 (nol koma enam ratus);
= 0,600 (nol koma enam ratus);
= (0,500 (nol koma lima ratus),

induk:

i. bangunan sosial

. 4. koefisien kelas bangunan:

a. bangunan permanen berdinding.batu
_bata dengan konstruksi beton baja
b. bangunan permanen berdinding batu biasa

= 1,5 (1 koma lima) x koefisien bangunan }

= (0,200 (nol koma dua ratus).

= 1,00 (satu koma nol);
= 0,75 (nol koma tujuh puluh lima);

. bangunan permanen berdinding papan/kotangan = 0,50 (nol koma lima puluh);

c
d. bangunan permanen berdinding papan/bambo

. koefisien status bangunan:
a. bangunan pemerintah
b. bangunan swasta

. koefisien luas bangunan:

bangunan dengan luas sampai dengan 250 M2
bangunan dengan luas sampai dengan 500 M2
bangunan dengan luas sampai dengan 1000 M2
bangunan dengan luas di atas 1000 M2

Pao o

. koefisien tingkat bangunan:

a. bangunan berlantai 1 (satu)
b. bangunan berlantai 2 {(dua)
c. bangunan berlantai 3 (tiga)

bangunan dengan luas sampai dengan 100 M2

= 0,30 (nol koma tiga puluh).

=1,00 (satu koma nol);
= 0,50 {nol koma lima puluh).

.80 (nol koma delapan puluh);

,00 (satu koma nol);

S (satu komna dua puluh lima);
0 (satu koma lima puluh);

.75 (satu koma tujuh puluh fima).

nunoun
”—.‘L__\_\.O
, oo m

1,00 (satu koma nol);
0,90 (nol koma sembilan puluh);
0,50 (nol koma hma puluh).

nounn
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Pasal 29

LN

Bupati dapat memberikan kerlnganan danfatau membebaskan RetnbUS| untuk bangunan yang
mempunyai-fungsi sosial.

_Bagién Kedua
Retribusi 1zin Tempat Penjualan Minuman Beralkoho!l

Pasal 30

(1) Stuktur dan besarnya tarif Retr|bu3| lz.n Tempat Penjualan Mlnuman Beralkohol terdiri atas
jenis tempat penjualan , golohgan minuman ‘beralkohol, dan jumlah minuman beralkohol
yang dijual. :

(2) Struktur dan besarnya tarif Retnbus: lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi lzin Gangguan

Pasal 31

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi [zin Gangguan terdiri atas luas tempat usaha, indeks
lokasi, dan indeks gangguan.

(2) Besarnya tarif retribusi lzin Gangguan diperoleh dengan mengalikan harga dasar luas
tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.

(3) Luas ruang tempat usaha adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas seluas
lantal.

(4) Harga dasar luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai
berikut:
a. sampai dengan 25 m2 sebesar Rp.2.500.-
b. 26 m2 sampai dengan 50 m2 sebesar Rp.3.500.- (tiga ribu lima ratus rupiah);
¢. 51 m2 sampai dengan 75 m2 sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);
d. 76 m2 sampai dengan 100 m2 sebesar Rp.6.000.- (enam ribu rupiah};
e. lebih dari 100 mZ sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

(dua ribu lima ratus rupiah);

(5) Indeks lokasi sebagaimana d'maksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
a. kawasan industri =1
b. kawasan perdagangan =2
¢. Kawasan pariwisata =
d. kawasan perurnahan dan pemukiman =

(6) Indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dttetapkan sebagai berikut;

a. gangguan sangat kecil =15
b. gangguan kecil =25
¢. gangguan sedang =50
d. gangguan besar =75 I
€. gangguan sangat besar =85



Baglan ‘Keempat
Retribusi 1zin Trayek

! -Pasal. 32 . :

'1-) Struktur dan besarnya tarif Retrlbu51 lzm Trayek terdiri atas jenis angkutan dan kapasitas
= tempat duduk penumpang. Wivota f

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il dan merupakan bagian yang tidak terplsahkan darl Peraturan Daerah ini.

Baglan K_ehma
Retribusi, lzin Usaha Perikanan

Pasal 33
)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan terdiri atas jenis usaha yang
. dilakukan, jenis armada can alat tangkap,tempat dan jenis kegiatan, dan luas tempat
- kegiatan. :
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran il dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
. BAB VIl
MASA RETRIBUSI ‘DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 34

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

‘__'2) Saat terutangnva Retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang
" dipersamakan.

BAB VIl
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

; T w——
T P EiEa

e
e E

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

TR
b

Pasal 35

TR

u)

: Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat objek retribusi berlokasi.

[ ]
CEfi s e n e e

Bagian Kedua
~ Tata Cara Pemungutan

B

D

Pasal 36 b

(1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.

3

i (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yarég dipersamakan.

e
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?3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa
~ karcis, kupm dan kartu Iangganan { 1

arg P,

';*%?'(4 Hasil pemungutan retribusi sebagalman dlmaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke
"s

; ‘i- Kas Daerah e . _,! ‘3:".?{':'," .: f‘:l e u:li

"’éAB v
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN SERTA SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37,

‘v #

k ?(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan

menggunakan SKRD.

- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
‘ selambat-lambatnya 15 (lima be!as) hati sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(3) Apabila pembayaran dilakukan di t. mpat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
hasil penerimaan retribusi harus disetor ke'Kas Daerah paling lama 1x24 jam.

.7__._

s ( ) Pembayaran Retnb.an yang terutang harus dilakukan secara tunalllunas

5) Bupati dapat memberikan izin kepada Wajib' Retribusi untuk mengangsur retribusi
terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(6) Pembayaran retribusi ke Kas Daerah diberikan tanda bukti pembayaran

------

;fi o (7) Setiap pembayaran retribusi dlcatat dalam buku penerimaan.

? (8) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan
L pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

T

i

T

’\ Pasal 38

4
’H

E (1) Penagihan Retribusi terutang vyang tldak atau kurang bayar dilakukan dengan
" menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat
Tequran.

i RN S S

. (3) P‘engeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi
dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

: (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang.

) cSruralF Ieguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang
itunjuk. !

1
3

: (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.




. 'Padal 39.
LR LA AR :
*.Dalam hal Wajib Retribusi tidak membgyéf tepat pada waktunya atau, kurang membayar,‘
dikenakan sanksi administratif berupa bunga seébesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari

Hx+ Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB X
KEBERATAN.

RS

Pasal 40
;""—:?;(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan-keberatan hanya kepada Bupatiﬁ atau pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

i g dee

T
el

'l (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan
yang jelas '

(3) Keberatan harus diajukan dalam janoka'waktu paling lama 3 (tiga) bul..: sejak tanggal
. SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib.Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan:diuar kekuasaannya.

R S A L
(4) Keadaan di luar kekuasdannya*sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendé@‘knya";ﬁé’tag kekuasaan Wajib Retribusi.

RPN S S

) Pengajuan keberatan tidak mienunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan
~ penagihan Retribusi.. .

Pasal 41

[ 1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan
Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian
hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh

i Bupati.

5 (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
E menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

% (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memberi keputusan, keberatan yang diajukai tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 42

T

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran

Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalar bunga sebesar '2 % (dua persen)
sebuian untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 3

(2) Irmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejzilk bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.




o . BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

S

“Pasal“43’

1) Atas kelebihan pembayaran 'Retrib“uiéi,fWajibg;';fRetribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupat.. Lo

Do wdr s
agTE et g
, %

2) Bupati dalam jangka waktu paliné l_'ééna_t‘g ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan
5 pengembalian kelebihan pembaygg,gfn Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
11 harus memberikan keputusan. e T :

Bl

e

3) Apabila jangka waktu sebag}a{imané\i‘i’-qima};sud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi
dianggap dikabulkan dan , SKRDLB: harus diterbitkan dalam jangka wak.u paling lama 1
( satu ) bulan. ‘ o :

4) Apabila Wajib Retribusi mEmpun;_}iéi utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang Retribusi tersebut., | 11

s

;1-,.4;’(5) Pengembalian kelebihan .pemba’yalﬁfan R‘étribusiv sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
£

g1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (-dua ) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

: } (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2
7 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan atas
keterlambatan kelebihan pembayaran Retribusi.

oI

ot et
st

rf,l(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

P
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BAB Xl
KADALUWARSA PENAGIHAN
5: Pasal 44

. (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah 'melampaui

waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi,

T
- T

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau

: b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak
- langsung.

T P

P e Rk e ST v

(3) Dalam hal diterbit}fan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan “utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huiuf b
adalgh Wajlb Retribusi dengan :esadarannya menyatakan masih; mempunyai utang
Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. &

I

e



(5) Pengakuan utang Retribusi secara_itii%iék’i."‘\l""érfzfﬁguaﬁfg"fsebagaimana dirnaksud pada ayat (2)
huruf b, dapat: diketahui dari ib_féﬁg_ R“pefmohonan ‘angsuran atau penundaan
pembayaran dan‘permohonan kebega‘t“g'an" oléh Waijib Retribusi. ‘

4 e Ny
‘ Tetanan .
chaeed

A g

“{ Pasal;45
R : !;_;‘!"'

BHi'fé;‘g_i_h." ‘iéhgi--fkarena hak untuk melakukan penagihan

LA

1) Piutang Retribusi yang tidak m‘ung’kig.
" sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan, - -

e
L5
10

e b

.. (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan \Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ="+~

(3) Tata cara penghapusan piutang Ii‘{etritiu‘s"i_yang sudah kadaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati. SN o

SFY
'

BAB Xl
PEMERIKSAAN

Tt : Pasal 46

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi  dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan
Retribusi. e

i y
ey
|

114

: (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

e a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
Ei dasarnya dan dokumen lain yarig'berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap periu
& dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan /atau

;5{. c. memberikan keterangan yang diperlukan.

;', Bupati.

”“‘ BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 47

; (1) instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar
. pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
* Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada. - :

;p (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

, diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
. perundang-undangan.

i
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4. - BAB XV /
KETENTUAN RENYIDIKAN |

Pasal 48

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu.di-lingkungan Pemerintah Dagrah diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan-penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksﬁd Q_ada _-a‘;}é_t (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. :

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut
menijadi lebih lengkap dan jelas; !

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang. Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan dan'dokumen:laih yang berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi; R :

e. melakukan penggeledahan .untuk:mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buk'* tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi; ' -

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksean sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribust;

i.  memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebaga_iimlana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat

Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana. '

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49
(1) Wajib Re@ribusi yang tidak melaksanakan kewajibarinya sehinggla merugikan keuangan
Daerah dla_ncam pl.dana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan ataiu pidana denda paling
banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar,

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerima'an Negara.



BAB XVII.:
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

.Pada saat Peraturan Daeran ini berlaku, B_Qtr;ib_lhsi Perizinan Tertentu yang masih terutang
":berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Ngada Nomor 15 Tahun 1998
tentang Retribusi |zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten
* Daerah Tingkat Il Ngada Tahun 1999 Nomiof 27 Seri B Nomor 9), Peiaturan Daerah
* Kabupaten Ngada = Nomor 16 Tahun:.2006 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan
“ (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 17 Seri C Nomor 4 ), Peraturan
=" Daerah Kabupaten Ngada Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin. Trayek (Lembaran
- Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomeor 18 Seri C Nomor 5 ), Peraturan Daerah
"« Kabupaien Ngada Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi I1zin Gangguan (Lembaran Daerah
“Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 21 Seri C Nomor 8), dan Peraturan. Daerah Kabupaten
Ngada Nomor 23 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah
' Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor. 24 Seri C Nomor 11 ), masih dapat ditagih selama
_jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

——

BAB XVIIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal- 51
_Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Ngada Nomor 15 Tahun 1998 tentang
Retribusi 1zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Ngada Tahun 1999 Nomor 27 Seri B Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 17
Seri C Nomor 4 ),
Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin
Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 18 Seri C Nomor 5 );
Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 20 Tahun 20086 tentang Retribusi 1zin
Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 21 Seri C Nomor
8); dan
Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 23 Tahun 20086 tentang Retribusi 1zin Usaha
Eerikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 24 Seri C
~Nomor 11)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



C i Pasal 52 .'
Ty e

Peraturan Daerah ini mulai berlaki'i:l.ﬁ3péi‘jd?§fi"tan"’gi'-éjél diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuiny?a,f"_‘jrfr"‘f]éﬁjfé}—infahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam L:if_.-'rﬁba’r'ahf‘D'aerah Kabupaten Ngada.

itetapkan di Bajawg
A apagal “ 28 Desember 2011

Diundangkan di Bajawa -
pada tanggal 28 Desember 2011 .
DAERAH KABUP‘A.TEN NGADA,(\- :

N 4




PENJELASAN
o tATAS R
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
» NOMOR:-43 TAHUN 2011
5 TENTANG
RETRIBUZLPERIZINAN TERTENTU

1

UMUM i, : .

Mendasari Undang-Undang :Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan-Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 , daerah;diberi-kewenangan untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahannya‘dalam.rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk itu daerah diberi hak sesuai -Undang-Undang untuk. mengenakan pungutan
retribusi kepada masyarakat. Selama ini.pemungutan retribusi daerah .diatur dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.tentang-Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah dengan.tndang-Undang Nomor 34 Tahu 2000, dimana
.daerah diberi kewenangan yang luas untuk .memungut retribusi daerah selain
ditentukan dalam Undang-Undang tefsebut dalam rangka meningkatkan pendapatan
daerah. Namun dengan kewenznjair itu .dalam kenyataannya pelaksanaan Undang-
Undang tersebut kurang mendu}gy'ngj:ter_]aks,éﬁanya otonomi daerah, dan tidak banyak
harapan untuk dapat menutup ;i kekurangan pengeluaran dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daefah. ¥ % '

A . )

Dengan berlakunya Undéng—Uh’dang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; daerah diberi kewenangan di bidang retribusi daerah
yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi
daerah, yaitu dengan mengatur secara terperinci jenis retribusi daerah yang dapat
dipungut oleh daerah, dimana akan memberi kepastian kepada masyarakat dan dunia
usaha. Salah satu objek retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah
Retribusi Perizinan Tertentu.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti
serta penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang
penyusunannya dilakukan secara tersendiri ke dalam masing-masing bentuk Peraturan
Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. '

~ Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan tentang retribusi
perizinan tertentu ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertenw ini
selain dimaksudkan aalam rangka menyeragamkan ketentuan formal yang mengatur
pelaksanaan tata cara pemungutan dan penagihan, dan ketentuan material yang
meliputi antara lain objek, subjek, tarif, dasar pengenaan dan tata cara penghitungan,
juga untuk meningkatkan pendapatan daerah dari objek retribusi perizinan tertentu
yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam rangka

penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, '
i



Dengan berpegang tegu'* pada prinsip keadilan, kesederhandan dan kepastian
hukum, arah dan tujuan penyustnan Peraturan Daerah ini mengacu pada kebijakan
pokok sebagai berikut: ,

a. meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi dalam rangka mendukung penerimaan

daerah,

b. meningkatkan pelayanan, kepasnan hukum dan keadilan bagi masyarakat Wajib
Retribusi;

c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Wajib Retribusi
serta perkembangan di bidang teknologi informasi;

d. meningkatkan keseimbangan artara hak dan kewajiban di bldang retribusi
masyarakat Wajib Retribusi; dan menunjang usaha terciptanya aparat yang
bertugas di bidang retribusi daerah yang makin mampu dan bersih;

e, menmgkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten:

f. menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan
yang sumber utamanya berasal dari penerimaan ratribusi daerah.

Dengan terlaksananya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan
penerimaan daerah seiring semakin meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Retribusi
dalam memenuhi kewajlbannya dan membalknya iklim usaha ke arah yang lebih
kondusif dan kompetitif.

L PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.”
Pasal §
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup Je!as.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal @
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayaran yang bersifat pengawasan
dan pengendalian sulit ditentukan, tarif retribusi dapat ditetapkan
berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha di Juar tanah
dan bangunan, atau penjualan kotor, atau biaya operasional, yang

nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian
usaha/kegiatan tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.




Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup je!és.

Pasal 26
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Avyat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan
Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar
dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan
layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30 '

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
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" Pasal 36 e i
Cukup jelas. B T
Pasal 37 !
Cukup jelas. .
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas,
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42 .
Cukup jelas. :
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
¢ Cukup jelas.
. Pasal 51
; Cukup jelas.
B Pasal 52
Cukup jelas.

)
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LAMPIRAN | PERATURAN: DAERAH KABUPATEN NGADA
. NOMOR 13 TAHUN 2011 .
TANGGAL 28-DESEMBER 2011

'BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

No Uraian (Rp)

Diminum Langsung di Tempat Penjualan:

1. Hotel berbintang
a. | 2. Restoran dan Rumah Makan Rp.1.000.000,-/tahun

. . Rp.1.500.000,-/tahun
3. Bar, Pub, Clab Malarfa dan Diskotik Rp.1.500.000 -/tahun

Dijual secara Eceran:

- m"' A

b. | 1. Toko | Coun ~ :| Rp.2.000.000,-/tahun
2. Pasar Swalayan, Super Market dan

sejenisnya , | Rp.2.000.000 ~/tahun
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LAMPIRAN Il PERATURAN DAERAH:KABUPATEN NGADA
. NOMOR 13 TAHUN' 2011
TANGGAL 28 DESEMBER 2011 i

BESARNYAITARIF
RETRIBUSI IZIN- TRAYEK

No " Uraian ] (Rp)

1. | Mobil Penumpang 120.000,- per kendaraan

2. | Mobil Bus T .

- | - 9s/d 15 orang 203,000;- per kendaraan
- 16 s/d 25 orang 270.000=,perkendaraan
— Lebih dari 26 orang | -337.000;-per kendaraan

Angkutan Perintis

270.000,- per kendaraan

Angkutan Sewa -.-.-:-'35.000,:. per kendaraan

Angkutan Taksi 120.000,- per keﬁdaraan

E 5 Angkutan Insidentil
" I - Angkutan Pedesaan | -15.000,-/1 x jalan

— Angkutan AKDP 35.000,-/ 1 x jalan

!.
|




LAMPIRAN Ili PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA

l
NOMOR 13 TAHUN 2011 - tl
TANGGAL 28 DESEMBER 2011 :

1

BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIM USAHA PERIKANAN

No Uraian | (Rp) Ket,
1 Surat ljin Usaha (SIUP) ' 350.000.-
2 | Surat izin Kapal _
Pengangkutan tkan (SIKPYGT - 20.009,—
Surat Izin Penangkapan Ikan
3 | (SIPI)
Rincian Surat Izin Penangkapan lkan (SIPI) :
No Jenis Kapal dan Alat |  Satuan . (Rp)
Tangkap ' ’
a | Pukat Kantong’"(-Seiﬁe Nets) ]
- Payang ‘ GT ~31.000,- ..
- Pukat Udang GT 21.000- |,
b | Jaring Insang (Gill Net) GT 70.000-
¢ | Jaring Angkat (Lift Net) ‘ '
- Bagan Perahu (Rakit) GT | 28.000,-
- Bagan Tancap (Kelong) CGT . 21.000,-
d | Pancing (Hook and Line) , , !
- Rawai/ Long line éT - 21.000,-
- Pole and line GT ' 23.600,~
- Pancing tonda GT 14.000,-
- Pancing lainnya GT 14.000,-
e | Perangkap (Trap)
Bubu GT 35.000,-
f | Alatlainnya GT 14.000,-




) No | , qenis;Ke'giata-hJ;f'{ (Rp)
1 | Di Air Tawar . A T
1.1 Pembenihan o .7 ha 84.000,~

1.2 Pembesaran B i I S o
- 'DiKolam Air Tenang | . Ha/Unit o 70.‘00‘;0;-"‘-
- DiKolam Air Defas. | . ‘Unit 70,000,

-, .DiKeramba Jafi;ng- N Unit B

[l . s

Apung ST . 70000,-
2 | Di Air Payau - : 3 = I
2.1 Pembenihan - | Ha 350.000;-
2.2 Pembesaran -, Ha '140.,60f_,_~-§
3 [ DiLaut -
31 Pembenhan . | Unim2 3.000,-
3.2 Pembesaran N Unit/m2 - :
lkan bersirip Unit/m2 3000,-
Rumput Laut Unit/m2 1.000;-
Teripang Unitm2 2:000,-
Kerang Hijau Unittm2 2.000,-
Kerang Mutiara ‘ Unit 700.~00,- ‘
Keramba Jaring Unit - | 350.000,-
Apung |

1
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